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Abstract

A community service program (PKM) delivered participatory socialization and dialogue to
support land acquisition planning for the rehabilitation of Cipancuh Dam, Indramayu, Indonesia.
An intervention-based case study with a participatory, mixed-methods approach was applied to
improve residents’ understanding of rehabilitation objectives, land acquisition planning stages,
parcel listing—measurement—verification activities, and stakeholders’ rights and obligations.
Forum findings highlighted recurring concerns regarding compensation, corporate social
responsibility, and irrigation service distribution. Therefore, procedural clarification and
accessible feedback/grievance channels are pivotal to strengthening social acceptance and
preventing early-stage conflicts during land acquisition planning.

Keywords: community service, land acquisition; dam rehabilitation, procedural justice; social
acceptance; public participation; mixed methods

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) berupa sosialisasi dan dialog partisipatif
dilaksanakan untuk mendukung perencanaan Pengadaan Lahan rehabilitasi Bendungan Cipancuh,
Indramayu. Desain studi kasus berbasis intervensi dengan pendekatan partisipatif dan mixed-
methods digunakan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai tujuan rehabilitasi, tahapan
perencanaan Pengadaan Lahan, pendataan—pengukuran—verifikasi bidang, serta hak dan kewajiban
para pihak. Temuan forum menunjukkan isu dominan terkait ganti kerugian, CSR, dan distribusi
irigasi. Oleh karena itu, klarifikasi prosedural dan mekanisme umpan balik menjadi kunci
penguatan penerimaan sosial serta pencegahan konflik sejak tahap perencanaan.

Kata kunci : Pengabdian kepada masyarakat; Pengadaan Lahan; rehabilitasi bendungan; keadilan
prosedural; penerimaan sosial; partisipasi publik; mixed-methods
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PENDAHULUAN

Bendungan Cipancuh yang berlokasi di
Desa Situraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten
Indramayu merupakan infrastruktur sumber
daya air yang memiliki keterkaitan langsung
dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Fungsinya terlihat melalui penyediaan air
irigasi, pengendalian banjir, serta dukungan air
baku bagi kebutuhan domestik. Bendungan ini
telah beroperasi sejak tahun 1927, dengan
kapasitas tampung sekitar 8,6 juta m* dan luas
genangan kurang lebih 416 ha, sehingga
berperan sebagai penopang penting bagi
keberlanjutan pertanian dan aktivitas rumah
tangga di Indramayu yang dikenal sebagai
salah satu wilayah produksi padi utama di Jawa
Barat.

Sejalan dengan bertambahnya usia
infrastruktur, Bendungan Cipancuh
menghadapi  tantangan  berupa  potensi
sedimentasi, perubahan pola hidrologi, dan
penurunan kinerja fasilitas. Kondisi tersebut
meningkatkan risiko gangguan layanan, baik
dalam pemenuhan kebutuhan air maupun
pengendalian banjir lokal, sehingga rehabilitasi
menjadi langkah yang diperlukan untuk
menjaga keberlanjutan fungsi bendungan.
Namun demikian, rehabilitasi tidak semata-
mata persoalan teknis. Pada tahap perencanaan,
pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat
beririsan dengan kebutuhan Pengadaan Lahan
(pembebasan tanah) yang menuntut ketertiban
data bidang, kejelasan status penguasaan, serta
komunikasi publik yang transparan agar tidak
menimbulkan ketidakpastian di tingkat warga.
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Gambar 1. Peta Lokasi Bendungan Cipancuh
Sumber : DPPT Bendungan Cipancuh. 2025

Fenomena di lapangan memperlihatkan
bahwa aspek komunikasi dan penerimaan
sosial merupakan isu yang menentukan. Dalam
proses sosialisasi terkait pengukuran bersama
sebagai bagian dari penunjang Dokumen
Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT),
muncul pertanyaan dan perhatian warga yang
berfokus pada isu-isu kunci seperti besaran
ganti kerugian, rencana tanggung jawab sosial
(CSR), serta keluhan mengenai distribusi
irigasi. Respons dari penyelenggara pada tahap
tersebut pada prinsipnya menekankan bahwa
penilaian ganti kerugian akan dilakukan
melalui mekanisme penilaian oleh pihak
berwenang, sementara proses Pengadaan
Lahan tetap bergantung pada tahapan regulatif
(termasuk penetapan lokasi) dan ketersediaan
anggaran. Dinamika ini menunjukkan bahwa
kebutuhan informasi yang jelas, konsisten, dan
mudah dipahami masih sangat kuat, sekaligus
menandakan ruang potensi miskomunikasi
apabila tidak dikelola secara sistematis.

Berangkat dari kondisi tersebut,
Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)
diposisikan sebagai intervensi non-teknis yang
strategis untuk mendukung tata kelola
rehabilitasi yang akuntabel dan dapat diterima
oleh masyarakat. PKM ini dirancang sebagai
forum sosialisasi dan dialog partisipatif untuk
memberikan pemahaman yang jelas kepada
warga berpotensi terdampak mengenai tujuan
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rehabilitasi, tahapan perencanaan Pengadaan
Lahan/pembebasan tanah, ruang lingkup
kegiatan  (pendataan, pengukuran, dan
verifikasi bidang), serta hak dan kewajiban
para pihak. Melalui penguatan komunikasi,
klarifikasi informasi, dan penghimpunan
masukan warga, kegiatan ini diharapkan
mampu menyelaraskan persepsi, membangun
kepercayaan, serta menekan potensi konflik
sejak tahap perencanaan sehingga proses
rehabilitasi Bendungan Cipancuh dapat
berjalan lebih tertib dan sesuai sasaran.

KAJIAN PUSTAKA

Sebagai pijakan konseptual utama, teori
keadilan (justice theory) digunakan untuk
menjelaskan dinamika Pengadaan Lahan dalam
konteks perencanaan pembangunan. Pada
praktiknya, masyarakat jarang menilai program
hanya dari “hasil akhir”, karena penilaian
publik terbentuk melalui kombinasi keadilan
prosedural dan keadilan distributif. Hubungan
saling memengaruhi antara dua dimensi ini
ditunjukkan dalam kajian perencanaan yang
menegaskan bahwa intervensi pembangunan
lebth mudah  diterima  ketika  warga
memandang baik proses maupun hasilnya
sebagai adil (Schmitt & Weck, 2024). Karena
itu, pada Pengadaan Lahan, kepastian tahapan,
dasar keputusan, dan mekanisme klarifikasi
menjadi bagian penting dari pembentukan
persepsi  adil, bukan sekadar elemen
administratif.

Kerangka keadilan tersebut relevan
karena proses Pengadaan Lahan umumnya
berlangsung dalam kondisi ketidakpastian
informasi di tingkat warga, misalnya
ketidakjelasan mekanisme penilaian, tahapan
legal, atau otoritas yang menetapkan nilai ganti
kerugian. Dalam situasi seperti itu, rumor dan
informasi parsial dapat berkembang menjadi
persepsi ketidakadilan meskipun proses formal
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belum dimulai sepenuhnya. Secara empiris,
riset kuantitatif lintas studi juga menunjukkan
bahwa kualitas proses (procedural fairness)
berkontribusi kuat terhadap penerimaan sosial,
dan meta-analisis pada konsep social license to
operate menegaskan bahwa prosedur yang
dipersepsikan lebih adil cenderung
meningkatkan dukungan komunitas (Jin et al.,
2024). Oleh karena itu, intervensi PKM pada
tahap perencanaan dapat dipahami sebagai
upaya membangun legitimasi prosedural:
membantu warga memahami alur, batasan
kewenangan, serta ruang klarifikasi data agar
persepsi  keadilan tidak dibentuk oleh
ketidakpastian.

Pendekatan stakeholder engagement
juga dapat diperkuat melalui gagasan
reciprocity, yaitu hubungan yang memandang
keberlanjutan proyek sebagai relasi ‘“‘saling
menguntungkan” antara promotor proyek dan
komunitas lokal (Baba et al., 2021). Perspektif
ini menegaskan bahwa penerimaan sosial akan
lebih kuat jika warga merasakan adanya
mutuality: kebutuhan warga dipetakan secara
serius dan dihubungkan dengan komitmen
tindak lanjut yang realistis. Dalam konteks
PKM, reciprocity dapat diwujudkan melalui
desain dialog yang tidak berhenti pada
pemaparan materi, tetapi juga memetakan
kekhawatiran warga—misalnya ekspektasi
CSR atau keluhan layanan irigasi—lalu
mengikatnya pada langkah tindak lanjut yang
jelas, termasuk siapa yang bertanggung jawab
dan melalui kanal apa aspirasi ditangani.
Kerangka berikutnya yang menguatkan level
middle theory adalah Social License to Operate
(SLO). Konsep ini menjelaskan bahwa
keberlanjutan proyek tidak cukup ditopang
legalitas formal, karena persetujuan sosial
terbentuk melalui dukungan yang terus-
menerus dari komunitas, yang dipengaruhi
strategi organisasi, fungsi operasional, serta
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tindakan individu pelaksana di lapangan (Baba
et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain
studi kasus PKM berbasis intervensi dengan
pendekatan partisipatif dan mixed-methods.
Metode ini dipilih karena tujuan utama
kegiatan bukan hanya menyampaikan
informasi, tetapi meningkatkan pemahaman
warga dan menangkap isu lapangan yang
berpotensi memengaruhi penerimaan sosial
program (misalnya ganti kerugian, CSR, dan
keluhan irigasi).

Gambar 2. Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi
Dengan Pihak BBWS Citarum dan PJT II Cipancuh.
Sumber : Dokumen Sosialisasi
DPPT Bendungan Cipancuh. 2025

Kegiatan dilaksanakan di Desa Situraja,
Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu
pada rangkaian pra-kegiatan—pelaksanaan—
pasca-kegiatan. Partisipan ditentukan dengan
purposive sampling, yaitu warga/kelompok
yang berpotensi terdampak perencanaan
Pengadaan Lahan serta pemangku kepentingan
pendukung (pemerintah lokal/instansi terkait)
untuk memastikan klarifikasi prosedural.

Intervensi PKM berbentuk sosialisasi
terstruktur dan dialog dua arah yang memuat:
tujuan rehabilitasi, tahapan perencanaan
Pengadaan Lahan, ruang lingkup pendataan—
pengukuran—verifikasi bidang, serta hak dan
kewajiban para pihak. Data dikumpulkan
melalui kuesioner pre—post singkat untuk
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mengukur perubahan pemahaman warga, serta
observasi dan dokumentasi forum
(notulen/catatan tanya jawab) yang diperkuat
dengan FGD atau wawancara singkat pada
informan kunci untuk memetakan isu sensitif
dan kebutuhan tindak lanjut.

Analisis kuantitatif dilakukan secara
deskriptif dan uji pre—post (paired t-test atau
Wilcoxon sesuai sebaran data), dilengkapi
effect size agar dampak intervensi terlihat.
Analisis kualitatif dilakukan dengan tematik
untuk mengelompokkan pertanyaan/keluhan
warga (mis. ganti kerugian, CSR, irigasi, status
bidang, mekanisme verifikasi) dan menarik
implikasi perbaikan komunikasi. Validitas
diperkuat melalui triangulasi (kuesioner—
observasi—dokumentasi-FGD/wawancara).
Aspek etika dijaga dengan persetujuan
partisipan, anonimitas jawaban, dan penegasan
bahwa partisipasi PKM tidak memengaruhi
hak warga dalam proses formal Pengadaan
Lahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini berangkat dari
kebutuhan nyata di lapangan bahwa proses
rehabilitasi Bendungan Cipancuh beririsan
dengan perencanaan Pengadaan Lahan
sehingga membutuhkan komunikasi publik
yang rapi sebelum pendataan—pengukuran—
verifikasi bidang dilakukan (DPPT Bendungan
Cipancuh. 2025).

Pada tahap koordinasi, Perum Jasa Tirta
IT secara eksplisit meminta agar sosialisasi
didahulukan sebelum pengukuran, dan para
pithak (BBWS, PJT II, konsultan, pemerintah
desa, serta Muspika) kemudian menyepakati
pelaksanaan sosialisasi pada 16 Oktober 2025
di Desa Situraja (DPPT Bendungan Cipancuh.
2025).
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Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi
DPPT Bendungan Cipancuh.
Sumber : DPPT Bendungan Cipancuh. 2025.

Kesepakatan ini penting karena bahkan
rencana pengukuran sempat tidak jadi
dilaksanakan  ketika  sosialisasi  kepada
Muspika dan warga rencana terdampak belum
dilakukan, yang  menunjukkan  bahwa
“kesiapan  sosial”  menjadi  prasyarat
operasional bagi kerja teknis DPPT (DPPT
Bendungan Cipancuh. 2025).

Pelaksanaan sosialisasi sendiri
terdokumentasi sebagai kegiatan ‘“‘sosialisasi
pengukuran bersama” penunjang DPPT
rehabilitasi tubuh Bendungan Cipancuh,
dengan peserta lintas institusi dan pemerintah
setempat, sekaligus ~ memuat  materi
tujuan/sasaran rehabilitasi, area terdampak,
serta rencana kerja lanjutan.

Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi
DPPT Bendungan Cipancuh.
Sumber : DPPT Bendungan Cipancuh. 2025

Dari sisi temuan kualitatif (observasi—
dokumentasi forum), pola tanya-jawab warga

memperlihatkan  tiga isu yang paling
menentukan penerimaan sosial, yaitu ganti
kerugian, CSR, dan keluhan distribusi irigasi
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meskipun lokasi dekat sumber air (DPPT
Bendungan Cipancuh. 2025).

Pertanyaan tentang ganti kerugian
dijawab dengan penegasan bahwa nilai akan
ditentukan oleh tim penilai aset yang dipilih
otoritas (BPN/Bupati/Gubernur), sehingga
warga diarahkan memahami bahwa tahap yang
berjalan masih perencanaan Pengadaan Lahan,
bukan penetapan kompensasi.

Isu CSR dijawab bahwa program
tersebut direncanakan berjalan saat konstruksi
berlangsung, sedangkan fase saat ini adalah
perencanaan pengadaan tanah, yang secara
implisit menandai pemisahan agenda “manfaat
sosial” jangka pendek dan agenda prosedural
DPPT.

BN R
Gambar 5. Pelaksanaan Sosialisasi
DPPT Bendungan Cipancuh.
Sumber : DPPT Bendungan Cipancuh. 2025

Secara analitis, laporan menempatkan
forum ini sebagai kanal partisipasi yang
mengurangi asimetri informasi sekaligus
“menguji” tingkat penerimaan sosial terhadap
rencana kegiatan, dan tema pertanyaan warga
dapat diklasifikasikan ke isu transparansi
program, dampak, hak/kompensasi, serta
mekanisme keluhan (DPPT Bendungan
Cipancuh. 2025).

Klasifikasi tersebut sejalan dengan
literatur  stakeholder  engagement yang
menekankan perlunya pendekatan inklusif dan
struktur kolaboratif untuk menangani persoalan
sosial dalam proyek, terutama ketika ada
kelompok yang merasa rentan atau
termarjinalkan oleh ketidakpastian informasi.
Temuan tentang sensitivitas warga pada
kompensasi dan keadilan proses juga konsisten
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dengan bukti meta-analisis bahwa procedural
fairness berpengaruh kuat terhadap community
acceptance atau social license to operate,
sehingga penjelasan tahapan, dasar kerja, dan
rujukan prosedural menjadi strategi kunci
mengurangi  resistensi. Dalam  konteks
Pengadaan Lahan, penekanan warga pada
“berapa nilai ganti rugi” dapat dibaca sebagai
tuntutan atas fair compensation, dan riset
tentang akuisisi lahan skala besar menunjukkan
bahwa kegagalan merumuskan kompensasi
yang dipersepsikan adil berpotensi memicu
ketidakpuasan sekalipun ada kerangka hukum
yang mengaturnya.

Penguatan grievance redress
mechanism menjadi bagian penting dari desain
PKM, dan dokumen sosialisasi telah memuat
prosedur pengaduan yang dimulai dari
konsultasi dengan aparat desa serta kanal
pengiriman resmi melalui email tim penyusun.

Literatur tata kelola keluhan juga
menegaskan bahwa lanskap keluhan sering
muncul pada proyek berdampak sosial-
lingkungan, sehingga mekanisme keluhan yang
jelas dan respons yang konsisten berfungsi
sebagai pencegahan eskalasi konflik.

Oleh karena itu, kontribusi PKM dapat
diposisikan sebagai penguatan prasyarat sosial
untuk pendataan—pengukuran—verifikasi
bidang, melalui penyelarasan persepsi tentang
tahapan, otoritas penilai, dependensi Penetapan
Lokasi/anggaran, serta jalur keluhan, sehingga
ristkko miskomunikasi dan konflik dapat
ditekan sejak fase perencanaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. PKM berfungsi sebagai prasyarat sosial
bagi tahapan teknis DPPT. Forum
sosialisasi  terbukti  tidak  bersifat
seremonial, karena hasil koordinasi
menegaskan pengukuran ditunda sampai
sosialisasi kepada Muspika dan warga
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dilakukan, sehingga pendataan—
pengukuran—verifikasi bidang berjalan
lebih tertib dan memiliki legitimasi sosial.
Isu dominan warga mengarah pada tiga
titik sensitif penerimaan sosial: ganti
kerugian, CSR, dan distribusi irigasi.
Ketiga isu ini menunjukkan bahwa warga
menilai program bukan hanya dari aspek
teknis, tetapi juga dari keadilan hasil dan
manfaat layanan, sehingga kebutuhan
klarifikasi sejak tahap perencanaan
menjadi sangat kuat.

Pengelolaan ekspektasi prosedural
menjadi  kunci  untuk = mencegah
miskomunikasi dan konflik. Penjelasan
bahwa nilai ganti kerugian ditentukan oleh
tim penilai aset, serta bahwa proses
bergantung pada Penetapan Lokasi dan
ketersediaan anggaran, membantu
membedakan apa yang sudah berada pada
tahap perencanaan versus apa yang belum
dapat  diputuskan, sehingga ruang
spekulasi dapat dikurangi.

Keberlanjutan komunikasi perlu dikunci
melalui mekanisme umpan balik/keluhan
dan tindak lanjut yang konsisten.
Ketersediaan kanal pengaduan dan
prosedur penyampaian keluhan menjadi
fondasi menjaga kepercayaan publik,
sekaligus memastikan isu lapangan
(termasuk irigasi dan CSR) tidak
berkembang menjadi resistensi terhadap
agenda Pengadaan Lahan.
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